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Dengan Hormat,

Setelah dipenuhinya persyaratan administratif dan persyaratan teknis serta hasil penilaian
kelayakan yang telah dilakukan kepada

Nama Lembaga - PAUD ANAK BANGSA

Alamat Lembaga - JI. Pemakaman Muslim, Desa Bunut Hilir,
Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu,
Provinsi Kalimantan Barat

Nomor Induk Berusaha

(NIB) - 9120310291896

Maka Lembaga PAUD tersebut direkomendasikan untuk dapat diterbitkan 1zin Operasional
PAUD, Layanan “Kelompok Bermain (KB)"

Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil penilaian kelayakan, berdasarkan:
I. Permendikbud RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian PAUD:
2. Permendikbud RI Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar PAUD:
3. Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD:
4. Permendikbud RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (PAUD).
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= untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau

mwmﬂm jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.
Nama Perusahaan Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD ANAK BANGSA
Nomor Induk Berusaha 9120310291896

Perusahaan AKAMAN . Desa, Bunut Hilir
i | MMw Hilir, Kh:‘bjm Hulu, Kalimantan Barat
Nama KBLI . Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI . 85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :
1. [Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan
komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau
perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 19 Desember 2019
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